
 
 

 
 

WALIKOTA BATU 
PROVINSI JAWA TIMUR  

 

PERATURAN WALIKOTA BATU 
NOMOR 7 TAHUN 2017 

 

TENTANG 

 

PENETAPAN KODE WILAYAH KEARSIPAN  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

WALIKOTA BATU, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah 

Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan 

Peraturan Walikota Batu tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, 

serta Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota 

Batu dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata 

Kerja Pemerintah Kota Batu yang berdampak pada 

perubahan jumlah, nomenklatur, dan kode wilayah 

kearsipan Satuan Kerja Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Kota Batu, perlu  dilakukan 

penataan kode wilayah kearsipan untuk untuk 

mewujudkan tertib administrasi dan kelancaran 

pelaksanaan surat menyurat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Penetapan Kode Wilayah 

Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Batu; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik  

Indonesia  Tahun  2001 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

SALINAN 



4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 
7. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4263); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 
tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5135); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5286); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (LembaranNegara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 
2008 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan 

Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Departemen Dalam Negeri; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 

2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi 
Pemerintahan; 

14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah; 



15. Peraturan Walikota Batu Nomor 38 Tahun 2010 
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Kota Batu; 
 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KODE 

WILAYAH KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KOTA BATU. 
 

Pasal 1 
 

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Kode Wilayah 

Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Batu dengan 
rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 
 

Pasal 2 
 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, 

Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2013 tentang 
Penetapan Kode Wilayah Kearsipan di Lingkungan 
Pemerintah Kota Batu  dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 
 

Pasal 3 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. 

 

 
Ditetapkan di Batu 

pada tanggal 3 Januari 2017 
 

WALIKOTA BATU, 

 

 ttd 

 

EDDY RUMPOKO 

Diundangkan di Batu 

pada tanggal 3 Januari  2017 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 

 

ttd 

 

WIDODO 

 
BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 7/E 

 


